51 Kesimpulan

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mereka tidak
mengetahui mengenai perlindungan terhadap pekerja wanita
di malam hari yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan
07.00. Hal serupa juga dinyatakan oleh para Public Relation
(PR), yang juga menyebutkan bahwa tidak mengetahui bahwa
adanya perlindungan terhadap pekerja wanita di malam hari
yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Hampir semua narasumber Manager and
Marketing Crowded menyatakan bahwa tidak satupun pernah
memperkerjakan wanita yang berumur di bawah 18 tahun
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 76 Ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Namun hal ini berbeda dengan
pernyataan para Public Relation (PR), salah satu Public
Relation (PR) dari Klub Immigrant mengaku bahwa pernah
ada rekan kerjanya yang masih berusia 17 tahun. Sedangkan
Public Relation (PR) Klub lainnya menyatakan tidak pernah
ada yang mempekerjakan wanita yang berusia di bawah 18
tahun. Manager and Marketing Crowded di keempat klub
tersebut juga mengakui bahwa tidak mempekerjakan wanita
hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 2, tetapi
menurut pengakuan Public Relation (PR) yang menjadi
narasumber dari Immigrant menyatakan bahwa klub tempat
ia bekerja tetap mempekerjakan wanita hamil. Sedangkan
dalam pemenuhan Pasal 76 Ayat 3 Huruf A mengenai

pemberian makanan dan minuman bergizi, narsumber dari
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ketiga Manager and Marketing Crowded menyatakan bahwa
tidak mencantumkan hal tersebut dalam perjanjian Kerja,
tetapi Klub Domain memberikan uang makan sebagai ganti
kepada para pekerjanya. Hal tersebut juga diakui oleh para
Public Relation (PR) dari keempat Klub tersebut yang
menyatakan bahwa mereka tidak diberi makan maupun
minum dan hal tersebut tidak ada dalam perjanjian kerja
mereka. Dalam pemenuhan Pasal 76 Ayat 3 Huruf B
mengenai menjaga kesusilaan dan keamanan pekerja wanita
di tempat Kkerja, seluruh responden Manager and Marketing
Crowded dari keempat Klub menyatakan telah memenuhi
aturan tersebut, namun Public Relation (PR) dari Kklub
Immigrant menyatakan hal tersebut tidak terpenuhi
dikarenakan terkadang para tamu yang mereka temani
menyentuh mereka dan tidak ada tindakan dari atasan
mereka. Mengenai pemenuhan Pasal 76 ayat 4 yaitu tentang
diberikannya angkutan antar jemput bagi pekerja wanita,
keempat narasumber menyatakan tidak memperjanjikan hal
tersebut, hal ini juga diakui oleh para Public Relation (PR)
dari keempat Klub tersebut yang menyatakan bahwa mereka
tidak diberi fasilitas angkutan antar jemput.

Adapun kendala pemenuhan Pasal 76 Undang-Undang
Ketenagakerjaan terhadap pekerja wanita malam hari sebagai
Public Relation (PR) wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat
maupun di Klub lain yang berada di Jakarta Pusat adalah
dikarenakan baik dari pihak Manager and Marketing
Crowded dan para Public Relation (PR) sama-sama tidak
mengetahui tentang adanya peraturan mengenai perlindungan
pekerja wanita yang bekerja di malam hari. Hal ini
dikarenakan Manager and Marketing Crowded dan para
Public Relation (PR) di Klub-klub Jakarta Pusat memiliki



5.2 Saran
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latar Dbelakang pendidikan hukum, tidak terlalu perduli
terhadap hukum vyang berlaku karena berprinsip bahwa
hukum dan perundang-undangan yang ada merupakan
peraturan tertulis saja yang dimana isi peraturan perundang-
undangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyrakat
dan sulit untuk dinyatakan dalam praktiknya.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa

saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk

dapat lebih mensosialisasikan mengenai adanya Undang-
Undang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 76 Undang-Undang
Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap
pekerja perempuan yang bekerja di malam hari pada pukul
23.00 sampai dengan 07.00.

Disarankan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan
pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, dan menyediakan
lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja wanita yang
memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Disarankan kepada para Manager and Marketing Crowded di
masing-masing Klub di Jakarta Pusat untuk dapat lebih
merealisasikan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan
mengenai pekerja perempuan yang bekerja di malam hari
pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00 ke dalam perjanjian
kerja.

Disarankan kepada para Manager and Marketing Crowded di
masing-masing Klub Jakarta Pusat untuk dapat lebih baik lagi
dalam menjelaskan maksud dari isi perjanjian kerja antara

masing-masing Klub dengan para pekerja perempuan,
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terutaman Public Relation (PR) yang bekerja pada malam
hari di masing-masing Klub di Jakarta Pusat.

Disarankan kepada para Public Relation (PR) di masing-
masing Klub Jakarta Pusat untuk dapat lebih paham
mengenai hukum, terutama Pasal 76 Undang-Undang
Ketenagakerjaan agar dapat mengetahui perlindungan hukum
bagi dirinya yang merupakan hak-hak pekerja perempuan
yang bekerja di malam hari

Disarankan kepada para tenaga kerja wanita untuk dapat lebih
baik dalam memperhatikan kesejahteraan hidupnya dan dapat
lebih memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya sebagai

wanita.
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